BAB YV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Mayoritas calon pembeli menandatangani PPJB di bawah tangan pada
transaksi pembelian kostel di GXX Land 1002 Maguwoharjo. Hasil
wawancara menunjukkan penyebabnya: Kurangnya pengetahuan
hukum.Kedua, ketergantungan pada pengembang. Ketiga, tidak ada
penjelasan hukum dari pengembang. Keempat pertimbangan praktis,
Kelima yaitu keraguan terhadap legalitas. Sementara CST Kansil
menganggap praktik ini menunjukkan kurangnya perlindungan hukum
terhadap konsumen, teori Gustav Radbruch menganggapnya melanggar
prinsip kepastian hukum. UU Perlindungan Konsumen mengatur hak atas
informasi pelaku usaha dan tanggung jawab mereka, yang sering diabaikan
oleh pengembang, melemahkan posisi konsumen.

Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik ,
PPJB di bawah tangan tetap sah secara hukum. Perjanjian di bawah tangan
tetap sah jika memenuhi persyaratan objektif dan subjektif. Tidak ada
perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dengan PPJB di bawah
tangan. Enam pembeli unit kostel GXX Land 1002 tidak memahami isi
perjanjian, tidak terlibat dalam proses penyusunan, dan tidak menerima
penjelasan hukum. Konsumen berada dalam posisi yang lemah secara hukum
dan dapat menjadi korban wanprestasi. Ketidakpastian hukum muncul
karena tidak adanya akta otentik dalam transaksi PPJB. Menurut teori
kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus memberikan kejelasan
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tentang hak dan kewajiban para pihak. PPJB di bawah tangan yang tidak
memenuhi standar formal dan substantif melemahkan kepercayaan

masyarakat terhadap sistem hukum.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu mempertegas aturan yang mewajibkan setiap PPJB dibuat
dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris. Tindakan ini untuk
memberikan kepastian hukum dan melindungi konsumen dari risiko. PPJB
di bawah tangan dapat merugikan konsumen dan melanggar ketentuan
perlindungan hukum, negara melalui lembaga terkait harus mengawasi
praktik pengembang dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang
sengaja membuat PPJB di bawah tangan. Pemerintah bersama pengembang
dan notaris perlu melakukan edukasi tentang pentingnya perjanjian otentik,
risiko perjanjian di bawah tangan, serta hak-hak konsumen dalam transaksi
properti. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 huruf ¢ UU Perlindungan
Konsumen, pengembang wajib memberikan penjelasan yang jelas kepada
calon pembeli tentang bentuk dan kekuatan hukum PPJB sebelum
penandatanganan.  Mereka juga harus memberi tahu orang tentang
pentingnya keabsahan formal dalam proses jual beli properti agar tidak ada
sengketa di kemudian hari.

2. Bagi konsumen/pembeli : konsumen harus lebih berhati-hati dan memahami
betapa pentingnya dokumen yang legal dalam setiap transaksi properti.
Setiap transaksi pengikatan jual beli harus dilakukan di hadapan notaris. Ini
memiliki kekuatan hukum yang lengkap dan melindungi mereka dari

sengketa di kemudian hari. Bagi pengembang/developer untuk melibatkan
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notaris dalam setiap transaksi PPJB karena ini akan memberikan
perlindungan hukum yang cukup bagi konsumen dan memungkinkan
perjanjian yang jelas, adil, dan seimbang. Notaris harus secara aktif memberi
tahu masyarakat tentang pentingnya akta otentik dan risiko hukum yang
terkait dengan penggunaan perjanjian di bawah tangan. Selain itu, asosiasi
profesi seperti INI dan IPPAT memiliki kemampuan untuk berpartisipasi
secara aktif dalam memperjuangkan peraturan yang lebih baik mengenai

transaksi properti.
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